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PERTAHANAN. Industri. Kelembagaan.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
INDUSTRI PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan Kkesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
yang senantiasa diwujudkan dalam  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,;

. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh  tumpah darah Indonesia, serta untuk
mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertahanan
dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan negara yang membutuhkan
ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan
serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan
dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan
nasional;
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Mengingat :

. bahwa pengembangan industri pertahanan merupakan

bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan
sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara,;

. bahwa ketersediaan alat peralatan pertahanan dan

keamanan selama ini belum didukung oleh kemampuan
industri pertahanan secara optimal sehingga
menyebabkan ketergantungan terhadap produk alat
peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri;

. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan

pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung
oleh kemampuan industri pertahanan, diperlukan
pengelolaan manajemen  yang visioner dengan
memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik,
mengandalkan sumber daya manusia yang memiliki
idealisme dan intelektualisme tinggi pada berbagai
tingkatan manajemen sehingga mampu mengikuti
perkembangan zaman;

bahwa selama ini ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang industri pertahanan belum
sepenuhnya mendorong dan memajukan pertumbuhan
industri dan keunggulan sumber daya manusia yang
mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan
alat peralatan pertahanan dan keamanan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf
e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang
Industri Pertahanan;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (5)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1.

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan
usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri
maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan
dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan
strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat
perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan
dan ketertiban masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan/atau memanfaatkan
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang dihasilkan oleh
Industri Pertahanan.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat
KKIP  adalah komite  yang mewakili Pemerintah untuk
mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan,
perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi
Industri Pertahanan.

Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
Pasal 2

Penyelenggaraan Industri Pertahanan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.

® a0 T

prioritas;

keterpaduan;
berkesinambungan;

efektif dan efisien berkeadilan;
akuntabilitas;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.183 4

> Qe ™

N ¢

°© 7 3

visioner;

prima;

profesional;

kualitas;

kerahasiaan;

tepat waktu;

tepat sasaran,;

tepat guna,;

pemberdayaan sumber daya manusia nasional; dan

kemandirian.
BAB Il

TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Industri Pertahanan bertujuan:

a.

mewujudkan Industri Pertahanan yang profesional, efektif, efisien,
terintegrasi, dan inovatif;

mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan; dan

meningkatkan kemampuan memproduksi Alat Peralatan Pertahanan
dan Keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam
rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Industri Pertahanan berfungsi untuk:

a.
b.

memperkuat Industri Pertahanan;

mengembangkan teknologi Industri Pertahanan yang bermanfaat bagi
pertahanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat;

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara; dan

membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh
untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Industri
Pertahanan.

Pasal 5

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi aspek kelembagaan,
penyelenggaraan, KKIP, pengelolaan, Ilarangan, ketentuan pidana,
ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
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BAB Il
KELEMBAGAAN
Pasal 6

Kelembagaan Industri Pertahanan meliputi Pemerintah, Pengguna, dan
Industri Pertahanan serta hubungan kewenangan dan tanggung jawab
yang dilaksanakan secara terpadu dan sinergis.

Pasal 7

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan
tanggung jawab membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan
untuk menjadi maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Pasal 8
(1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
a. Tentara Nasional Indonesia;
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian; dan
d

pihak yang diberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pihak pemberi izin terhadap Pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ wajib menggunakan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
yang telah dapat diproduksi di Industri Pertahanan dalam negeri
sehingga mendorong terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan.

Pasal 9

Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung
jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 10
(1) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
a. industri alat utama;
b. industri komponen utama dan/atau penunjang;
c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan
d. industri bahan baku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Pertahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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